unung Djati Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2024

Conference Series

\')‘ Gunung Djati Conference Series, Volume 42 (2024)
(= ISSN: 2774-6585

PENGATURAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI BARANG DAN
JASA DALAM PERPSKETIF EKONOMI MIKRO ISLAM

1Gina Sakinah
YWIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan pengawasa distribusi barang
dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan
pendekatan kualitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang
relevan dengan topik yang di analisis. Analisis data menggunakan kombinasi pendekatan deduktif dan
induktif. Konsep distribusi dalam ekonomi Islam suatu pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi
dan sumber-sumber kekayaan, menyalurkan barang dan jasa ke tangan konusmen, aktivitas distribusi
harus dilakukan secara benar dan tepat sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan dihasilkan produsen
dapat sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Islam sangat mendukung pertukaran barang
dengan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan mencari karunia Allah,
serta memperbolehkan orang untuk memiliki modal berdagang tetapi perdagangan ini tetap berjalan
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Maka dengan adanya pengaturan dan pengawasan distribusi dapat
menunjang keberlangsungan arus perdagangan yang baik dan sehat.

Kata Kunci: Pengaturan, Pengawasan, Distribusi, Barang, Jasa, Ekonomi, Makro, Islam.

Abstract

The aim of the study was to analyse the arrangement and the preservation of the distribution of goods and
services in the perspective of Islamic economics. This research uses descriptive-analytical methods and qualitative
approaches. Data collection resources and techniques are conducted through literature studies relevant to the topic in
the analysis. Data analysis uses a combination of deductive and inductive approaches. Concept of distribution in the
Islamic economy an arrangement of ownership elements of production and sources of wealth, channeling goods and
services into the hands of konusmen, distribution activities must be done correctly and precisely the target so that
goods and services or income produced by manufacturers can get to the hands of consumers in need. Islam strongly
supports the exchange of goods by consider it productive and supporting traders who are looking for the gift of God,
and allow people to have a trading capital but this trade is still running in accordance with Islamic principles. Thus,
with the arrangement and supervision of distribution can support the continuity of good and healthy trade flows.

Keywords: Arrangement, supervision, distribution, goods, services, economics, macro, Islam.

A. PENDAHULUAN
Salah satu tantangan ekonomi yang ditanggapi oleh para ekonom adalah masalah
distribusi. Beberapa mengklaim bahwa produksi adalah masalah utama yang dihadapi ekonomi.
Sebagian lagi menyatakan bahwa masalah distribusi adalah akar dari permasalahan tersebut.
Seharusnya, ketidaksetaraan dan kemiskinan tidak disebabkan oleh perbedaan kapasitas pikiran
dan tubuh manusia yang mengarah pada perbedaan cara mendapatkan uang (Adefatullah 2019).
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Hal ini terjadi sebagai akibat dari sistem ekonomi yang mengijinkan pihak yang kuat untuk
mengeksploitasi pihak yang lemah, yang memiliki sumber daya, sementara pihak yang lemah
tidak dapat memperoleh sumber daya sehingga menjadi miskin (Subagyo 2009). Karena sumber
daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia hanya sedikit dan keinginan
manusia tidak terbatas (Muhamad 2003).

Mengirimkan barang ke pelanggan pada waktu yang tepat adalah definisi umum dari
distribusi. Rute distribusi sangat penting karena produsen menciptakan barang yang, begitu
berada di tangan pelanggan, menjadi berharga (Assauri 2013). Gagasan moralitas ekonomi yang
dianut, serta model instrumen yang digunakan visu dan negara untuk menentukan sumber daya
ekonomi, terkait erat dengan perdebatan konsep distribusi (Nasution 2010). Studi ekonomi mikro
tentang gaji tenaga kerja, jumlah bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik, dan jumlah
keuntungan modal yang diperoleh produsen adalah tujuan utama dari gagasan ekonomi mikro
tentang teori distribusi (Gischa 2020). Mazhab Islam dan konvensional telah tertarik pada
gagasan distribusi ini hingga saat ini karena gagasan ini terkait dengan faktor sosial dan politik
selain faktor ekonomi (Sudarsono 2002).

Islam menciptakan prosedur-prosedur tertentu dalam sistem ekonomi Islam yang
digunakan untuk mengatasi masalah-masalah distribusi ketika masalah-masalah tersebut
muncul. Metode distribusi ekonomi Islam saat ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua
kategori: mekanisme non-ekonomi dan mekanisme ekonomi. Mekanisme distribusi yang
bergantung pada aktivitas ekonomi untuk mendistribusikan kekayaan adalah contoh dari proses
ekonomi. Proses non-ekonomi, di sisi lain, mengacu pada alasan-alasan alamiah tertentu yang
menghambat ketidaksetaraan dan distribusi ekonomi, seperti lingkungan yang tandus, tubuh
yang cacat, otak yang lemah, atau bencana alam (Syukur 2018).

Islam, agama yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, telah
mengatur setiap bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Mewujudkan keadilan dalam
distribusi kekayaan dalam masyarakat dan individu adalah salah satu tujuannya. Islam
menghadirkan sebuah konsep di mana nilai atau upaya untuk menciptakan kegairahan di antara
orang-orang yang beriman dalam bentuk pemahaman bahwa bantuan ekonomi kepada orang
lain adalah tabungan yang tulus dan abadi yang akan dipanen di akhirat yang ditawarkan
sebagai sarana untuk mencapai keadilan ekonomi yang ideal dalam masyarakat (Afzalurrahman
1995). Dalam Islam, keadilan distribusi bukan hanya sekedar ide teoritis, melainkan harus
diimplementasikan di lingkungan sekitar. Lebih jauh lagi, untuk mengatasi masalah
ketidakadilan dan ketidaksetaraan, keadilan distribusi haruslah fleksibel dalam parameter
kebijakan-kebijakan inti (Madnasir 2011).

Inilah konteks di mana ide distribusi dalam ekonomi Islam pertama kali muncul, bersama
dengan penyediaan struktur dan pengawasan yang dapat menjamin distribusi yang adil.
Kenyataannya, teori-teori ekonomi terdahulu tidak hanya tidak mampu mengatasi masalah
kemiskinan dan ketidaksetaraan, namun juga gagal mewujudkan ekonomi global yang adil dan
beradab atau menyeimbangkan hubungan antardaerah di suatu negara (Amalia 2008).

Dengan mengesampingkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, penelitian ini akan
berkonsentrasi untuk memberikan analisis yang lebih dalam mengenai pengawasan dan
pengendalian distribusi dari sudut pandang ekonomi. Secara keseluruhan, penulisan jurnal ini
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bersifat kualitatif dan dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau tinjauan literatur. Informasi
yang disajikan dalam artikel jurnal ini dikumpulkan dari koleksi literatur, yang kemudian
penulis analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.

B. METODOLOGI
Untuk menemukan formulasi konseptual mengenai kontrol dan pengawasan distribusi
komoditas dan jasa dari sudut pandang ekonomi mikro Islam, metode analisis data digunakan
baik secara deduktif maupun induktif. Diharapkan bahwa kesimpulan akhir yang ditarik dari
temuan penelitian ini akan membangun dan meningkatkan temuan penelitian sebelumnya yang
relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Distribusi dalam Ekonomi Mikro Islam

Distribusi secara bahasa berakar dari bahasa Inggris distribution, yaitu penyaluran.
Sebaliknya, distribusi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan menyalurkan
komoditas ke sejumlah besar penerima atau ke banyak lokasi (Anwar 2001). Distribusi
didefinisikan oleh ekonom konvensional Philip Koler sebagai sekelompok bisnis dan orang-
orang yang mengasumsikan kepemilikan, atau membantu menyalurkan dari produsen ke
konsumen, hak-hak atas komoditas atau jasa (Aziz 2008). Dalam rangka memenuhi kebutuhan
dasar dan sekunder manusia, produsen memindahkan hasil produksi dalam bentuk komoditas
dan jasa kepada konsumen. Proses ini dikenal sebagai distribusi, menurut para ekonom (Jajuli
2018). Menurut sudut pandang yang berbeda, distribusi adalah mekanisme yang
menghubungkan produsen dan konsumen, menyediakan saluran konsumen yang
memungkinkan individu untuk mendapatkan barang-barang ini untuk penggunaan pribadi
(Keegan 2003). Distribusi dalam ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan yang
melibatkan barang dan jasa dari tangan konsumen. Kegiatan distribusi perlu dilakukan dengan
tepat dan sesuai jadwal agar pendapatan produsen atau barang dan jasa sampai ke tangan
konsumen yang membutuhkan (Chalil 2019).

Distribusi dalam ekonomi Islam mengacu pada berbagai konsep, termasuk kepemilikan,
sarana produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi dan tingkat
kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat masyarakat (an-Nabhani 2004).
Dalam ekonomi Islam, distribusi mencakup kontrol atas siapa yang memiliki alat produksi dan
sumber-sumber pendapatan. Selain pengembalian dalam sistem jaminan sosial yang disediakan
oleh ajaran Islam, distribusi dalam Islam juga mencakup politik dan pemerataan antara faktor-
faktor produksi serta antara orang, masyarakat, dan organisasi (Al Haritsi 2006).

Kata "distribusi" memiliki dua arti dalam literatur ekonomi: pertama, kata ini mengacu
pada distribusi yang berkaitan dengan produksi (juga dikenal sebagai "distribusi produksi"), atau
kelanjutan dari kegiatan produktif. Kedua, distribusi dan distribusi pendapatan saling berkaitan.
Distribusi, sebagai perpanjangan dari produksi, adalah strategi pemasaran yang digunakan
untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi dikirim ke pelanggan pada waktu, lokasi, dan
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jumlah yang tepat. Dengan demikian, distribusi produksi melibatkan pertimbangan penempatan
lokasi perusahaan, lokasi pasar sasaran, aksesibilitas pasar sasaran, lokasi gudang, dan
transportasi produk (Saparuddin 2015).
2. Aturan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Tindakan pengiriman komoditas dari produsen ke konsumen, melalui rantai pemasaran,
atau dari lokasi produksi ke lokasi pelanggan yang berbeda dikenal sebagai distribusi. Distribusi
memiliki dua bagian: mengidentifikasi organisasi (pedagang grosir, pedagang eceran, dan agen
pemasaran) yang akan menangani distribusi produk, serta menentukan metode pengiriman dan
transportasi yang akan digunakan. Bersama dengan produsen dan konsumen, pelaku distribusi
merupakan pemain yang semakin penting dalam perekonomian. Oleh karena itu, sangat penting
untuk memahami bagaimana industri ini masuk ke dalam sistem ekonomi yang lebih besar dan
membutuhkan perhatian (Jajuli 2018). Islam mendorong perdagangan karena Islam
memandangnya sebagai sesuatu yang bermanfaat dan mendorong para pedagang yang mencari
berkah Allah. Islam juga mengizinkan individu untuk memiliki modal komersial, meskipun
perdagangan masih dilakukan sesuai dengan ajaran Islam berikut ini (Syukur 2018):
a. Larangan Ikhtikar

Menurut Poerwadarminta (1976), nama "Al-ikhtikar" berasal dari bahasa Arab dan
mengacu pada tindakan menimbun, mengumpulkan barang, atau memiliki lokasi untuk
menimbun. Membeli barang dalam jumlah besar dikenal sebagai penimbunan (ikhtikar), dan
tujuannya adalah untuk membatasi pasokan komoditas di pasar, sehingga menaikkan harganya.
Setelah harga naik, barang yang ditimbun kemudian dilepas (dijual) untuk mendapatkan
keuntungan yang berlipat ganda (Pasaribu dan Lubis 2004). Iktikar dalam fikih Islam mengacu
pada penimbunan atau penundaan penjualan (Munawir 1994).

Ikhtikar dapat mengakibatkan kelangkaan suatu suatu barang dipasaran yang apabila
berupa makanan pokok bisa mengakibatkan kelaparan karena kurangnya bahan pokok makanan
dan tentunya terdapat pihak yang merasa dirugikan maka hal ini akan menimbulkan kenaikan
harga karena stok terbatas (Hafidhduddin 2007). Hal ini jelaskan pula dalam Al-Qur’an surat At-
Taubah ayat 34: ) .

Lhall5 ChII 99585 Gallgadll s 58 9y il el 1531 558 olibslis sl e S &) 1558T Gl (T

ol o1y absEad Al Juis 3 8505 Y

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan

rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-

halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan
mendapat) siksa yang pedih.”

Hambatan terbesar dalam mengendalikan persaingan di pasar Islam adalah penimbunan
komoditas. Secara internasional, dilema yang dihadapi umat manusia adalah akibat dari
penimbunan barang. Barang-barang industri yang dibutuhkan oleh negara-negara lain
dimonopoli oleh beberapa negara. Hal ini membuat distribusi kekayaan yang adil berada dalam
risiko besar. Para ulama percaya bahwa jika seseorang memiliki lebih banyak makanan daripada
yang lain, sementara yang lain lapar, maka adalah kewajiban mereka untuk menjual atau
memberikan makanan gratis kepada mereka yang membutuhkan, karena hikmah dari larangan
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Ikhtikar adalah untuk menghindari hal-hal yang menyulitkan orang lain secara umum (Wajdi
2016).
b. Mencari Keuntungan yang Wajar
Menurut Darmawan dan Fasa (2020) laba adalah surplus atau pertumbuhan modal utama
yang dihasilkan dari perdagangan. Keuntungan diperbolehkan dalam jual beli Islam selama
pembeli tidak tertipu dengan harga jual dan ada kesepakatan bersama antara keduanya, tidak
ada batas atas jumlah keuntungan yang boleh diambil (Fauzi 2018). Mengenai apa yang
merupakan keuntungan yang layak dalam perdagangan, fatwa Syaikh Muhammad bin Sholeh
al Utsmamin (Muslim 2020) menyatakan sebagai berikut:
Keuntungan, tidak ada batasan tertentu. Karena termasuk rizki Allah. Terkadang Allah
menggelontorkan banyak rizki kepasa manusia, sehingga kadang ada orang yang mendapatkan
keuntungan 100 atau lebih hanya dengab modal 10. Dia membeli barang ketika harganya sangat
murah, kemudian harga naik, sehingga dia bisa mendapat untung besar. Dan kadang terjadi
sebaliknya, dia membeli barang ketika mahal, kemudian tiba-tiba harganya turun drastic. Karena
itu, tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang.
Namun dalam hal ini perlu diperhatikan pengambilan laba atau keuntungan tidak boleh
merugikan salah satu pihak seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29:
Guzs 45 O Al &)e (Kl 15485 Y50 800 (oI55 4 B33 6588 &1 Y) Sl 865 41551158 Y 18T 5l g1 6
“Hai orang-orang yang beriman, jangdnlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
Islam menganjurkan para pedagang untuk menahan diri dari mendapatkan keuntungan
yang tidak beralasan. Al-Ghazali mempromosikan perilaku ihsan dalam bisnis sebagai sarana
keberkahan, yang merupakan kebiasaan menghasilkan keuntungan yang wajar dalam industri.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa jika seseorang puas dengan jumlah keuntungan yang rendah,
mereka pasti akan meningkatkan volume penjualan dan melakukan pembelian berulang, yang
akan menghasilkan margin keuntungan yang tinggi dan berkah (Syahatah 2001).

c. Distribusi yang Meluas

Islam mengajarkan agar uang tidak terakumulasi pada kelompok sosial tertentu dan
kesetaraan diciptakan dengan tidak mengistimewakan satu kelompok di atas kelompok lainnya
sehingga proses distribusi dapat dilakukan secara merata. Hal ini dapat dicapai dengan
memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dalam masyarakat untuk menjadi kaya
dan dengan mewajibkan mereka yang mewarisi kekayaan berlebih untuk membayar zakat
sebagai imbalan untuk membersihkan dan menyucikan kekayaan mereka yang melanggar hak-
hak orang lain (Febbyani 2020). Seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat 262 Surat Al-
Bagarah:

53559 wb Y3 pgile 035 V5 4gly die b3t adl. 3195 Ga 16881 s G5l Y & il Jude 3 481551 O5ha3 Gl
“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa
yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti
(perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”
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Salah satu cara untuk mencapai keadilan adalah melalui distribusi yang adil, karena Islam
menuntut agar semua orang memiliki akses yang sama terhadap kemungkinan pendapatan,
terlepas dari kasta, etnis, atau warna kulit mereka. Setiap orang memiliki kebebasan untuk
mengumpulkan uang sesuai dengan kapasitas kerja mereka, sehingga memungkinkan adanya
berbagai macam gaji. Untuk memfasilitasi redistribusi kekayaan, mendorong kesetaraan
ekonomi dalam masyarakat, dan menghilangkan kesenjangan sosial, mereka yang lebih kaya
berkewajiban untuk mentransfer sebagian sumber daya mereka kepada saudara-saudara mereka
yang kurang beruntung (Syukur 2018).

d. Keadilan Distribusi

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keadilan distribusi. Menurut Qardhawi (1997), sistem
ekonomi Islam mengamanatkan agar distribusi didasarkan pada dua sendi: keadilan dan
kebebasan. Larangan dalam Surat Al-Hasyr ayat 7 dalam Al Qur'an mencerminkan keadilan
dalam distribusi:

Keadilan distribusi adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam
menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi yaitu
kebebasan dan keadilan (Qardhawi 1997). Keadilan dalam dalam pendistribusian tercermin dari
larangan dalam al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 7 :

(e sY1 5 D93 5955 Y (§ el 315 (xSLaalls 26015 (3 3801 505 J9e3l5 B es5all JaT fre Wods (e b 26T o
OBl Sods 1 BJdi 158515 01548316 L2 SIE lag boddd ULl BT a3

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang
berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar
di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka
terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Islam mengajarkan keadilan jauh sebelum kaum konvensionalis meletakkan prinsip-
prinsip ekonomi. Keadilan distribusi didefinisikan sebagai pemberian kepada semua yang
berhak atas haknya, baik pemilik hak sebagai individu maupun kelompok tanpa melebihi atau
mengurangi tanpa pilih kasih yang berlebihan, setidaknya dalam koridor konsep dan dalil
(Syukur 2018). Untuk memastikan bahwa pendapatan tidak hanya didistribusikan di antara
orang-orang kaya tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan masyarakat secara luas. Akibatnya,
sistem ekonomi Islam secara otomatis mentransfer uang kepada orang miskin dan melarang
penumpukan kekayaan oleh sejumlah kecil individu (Rahmawati 2010).

3. Peraturan dan Pengawasan Distribusi

Kekuatan pasar saja tidak dapat mendukung inisiatif kesejahteraan dan keadilan
distributif. Hal ini disebabkan oleh ketidakcukupan proses pasar yang berbasis penawaran dan
permintaan dalam mengatasi masalah penyediaan barang publik. Oleh karena itu, peran
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masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan.
Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam sistem distribusi ekonomi dalam mekanisme
pasar Islam. Selain berperan sebagai penengah permintaan pasar (al-muhtasib), pemerintah juga
melakukan perencanaan, pengawasan, produksi, dan konsumsi terhadap aktivitas pasar
(Rahmawati 2010). Lebih jauh lagi, pemerintah memberlakukan hukuman untuk setiap
pelanggaran yang dilakukan dan memverifikasi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap
orang. Lebih jauh lagi, pemerintah memfasilitasi pertumbuhan dan kesejahteraan sekaligus
berfungsi sebagai jaminan untuk pembangunan distribusi yang adil. Lebih jauh lagi, pemerintah
mampu memastikan pembentukan kerangka kerja yang mampu menundukkan para pemilik
bisnis (Noor 2012).

Peran negara dalam fungsionalisasi ekonomi Islam sebagai produsen, distributor, pemilik
sumber daya, dan lembaga yang mengawasi ekonomi secara keseluruhan dikenal sebagai hisbah.
Pada masa Nabi Muhammad, negara membentuk lembaga yang dikenal sebagai Hisbah. Dalam
kapasitasnya sebagai lembaga pengawas ekonomi, lembaga ini menjamin tidak adanya
pemerkosaan atau pelanggaran hukum moral di pasar monopoli, serta perlindungan hak-hak
konsumen, keamanan ekonomi, dan kesejahteraan (Sasono, Hafiduddin, dan Saefuddin 1998).
Kata Arab "ba-sa-ba," yang memiliki banyak arti, adalah asal mula istilah "hisbah." Makna-makna
tersebut antara lain adalah menghitung, memperkirakan, berpikir, pendapat, dan pandangan.
Hisbah secara harfiyah (etimologi) berarti melakukan perhitungan (Djakfar 2009). Hisbah,
menurut Imam Al-Marwadi, adalah melarang kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu telah
dilakukan dan mendorong kebaikan jika terbukti kebaikan itu telah ditinggalkan (Al-Zawi dan
Wajdi 2010).

Abdul Azim Islahi, yang mendasarkan penjelasannya tentang peran al-hisbah secara
keseluruhan pada studi buku klasik-khususnya tulisan-tulisan Ibnu Taimiyyah-dan aplikasi
historisnya dalam ekonomi negara-negara Islam, khususnya (Noviyanti 2017) :

a. Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar

Selalu menjaga kendali atas pasokan produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Kebutuhan dasar mencakup hal-hal seperti makanan, pakaian, perumahan, perawatan
kesehatan, dan pendidikan. Jika komoditas tertentu menjadi langka, Mustashib juga berwenang
untuk menyediakannya secara langsung. Hambatan dalam distribusi barang merupakan hal
yang harus diperhitungkan oleh mustashib karena akan meningkatkan biaya dan mencegah
kebutuhan masyarakat terpenuhi (Hidayatina dan Hanan 2017). karena pada kenyataannya
terjadi beberapa anomali di pasar. Ketika terjadi penimbunan, al-Marwadi menyatakan bahwa
keterlibatan pemerintah dalam pasar dapat diterima dalam rangka melindungi masyarakat
setempat dan mengembalikan keseimbangan dengan menggunakan nota yang telah diotorisasi
oleh produsen atau penjual (Mawardi 1994).

b. Pengawasan terhadap industri

Sebagai pengawas, muhtasib memastikan bahwa standar produk ditegakkan dan
memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui perusahaan yang menimbulkan
ancaman bagi negara. Selain itu, mereka juga berperan dalam menyelesaikan konflik antara
pengusaha dan pekerja, dan bahkan dapat menetapkan upah minimum atau tunjangan yang
diperlukan bila diperlukan. Untuk memastikan efisiensi kegiatan industri, muhtasib memiliki

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access
article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
110



unung Djati Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2024

Conference Series

\L\. Gunung Djati Conference Series, Volume 42 (2024)
(= ISSN: 2774-6585

wewenang untuk mengeluarkan peraturan tambahan mengenai jam kerja, hari libur, dan hari
libur (Mujahidin 2012). Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur pengawasan
ketenagakerjaan. Salah satu peraturan terbaru adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33
tahun 2016, yang menguraikan prosedur untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan di
perusahaan. Peraturan ini menekankan pentingnya perusahaan untuk bekerja sama dengan
pengawasan, karena jika tidak, perusahaan dapat dikenai tuntutan pidana ringan. Peraturan ini
berfungsi sebagai pengingat bagi semua perusahaan untuk memprioritaskan hak-hak pekerja
mereka (Kementrian Negara RI 2016).
c¢. Pengawasan atau jasa

Ada kemungkinan lebih tinggi terjadinya penipuan dan bentuk ketidakjujuran lainnya di
pasar jasa dibandingkan dengan pasar barang. Gharar, yang juga dikenal sebagai penipuan,
umumnya dikaitkan dengan penipuan dan tidak adanya kerelaan (Amrin 2006). Islam tidak
memiliki batasan pada kontrak yang melibatkan risiko atau ketidakpastian. Ketika salah satu
pihak mencoba mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain, saat itulah risiko
menjadi gharar. Demikian pula, Islam tidak membatasi semua bentuk transaksi yang berpotensi
menghasilkan keuntungan, kerugian, atau tetap netral. Yang dilarang adalah pengambilan aset
orang lain secara tidak sah, dan meskipun tidak ada bahaya yang terlibat, bukan tindakan
mengambil risiko yang dilarang (Hosen 2009). Mengawasi kinerja penyedia layanan adalah
tanggung jawab yang sangat penting. Hal ini mencakup berbagai macam profesional, mulai dari
dokter hingga pekerja pabrik. Memastikan bahwa orang-orang ini memenuhi tugas mereka
adalah hal yang sangat penting (Muttaqin dan Nurrohman 2020).
d. Pengawasan atas perdagangan

Penting untuk menilai pasar secara keseluruhan dan berbagai praktik perdagangan.
Penting untuk memantau dengan cermat timbangan dan ukuran, kualitas produk, dan
memastikan bahwa perdagangan dan agen-agennya tidak terlibat dalam praktik curang yang
dapat merugikan konsumen. Memastikan harga yang adil dan hal-hal terkait lainnya. Adalah
tanggung jawab Muhtasib untuk memastikan bahwa perdagangan dan agen-agennya mematuhi
ajaran-ajaran Islam, menghindari praktik-praktik seperti membebankan riba dan menjual
barang-barang haram (Mujahidin 2012). Dalam konteks Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) bertanggung jawab untuk mengawasi perdagangan, mirip dengan akuntan yang
mengawasi transaksi keuangan. Hal ini mencerminkan implementasi undang-undang yang
bertujuan untuk mencegah distorsi pasar dan persaingan usaha tidak sehat, yang diprakarsai
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (Herianto, Hafidhduddin, dan Beik
2017).
e. Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar

Pejabat kota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan rumah atau
toko sesuai dengan ketentuan hukum. Mirip dengan akuntan, muhtashib berfungsi sebagai
pejabat kota yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan rumah atau toko
sesuai dengan hukum, memastikan keamanan publik. Hal ini biasanya diterapkan dalam
lingkungan bisnis untuk memberikan rasa aman bagi individu yang terlibat dalam transaksi
bisnis. Muhtasib memastikan bahwa industri dipisahkan untuk mencegah potensi bahaya satu
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sama lain. Industri yang menghasilkan asap tidak boleh berdekatan dengan industri farmasi dan
pakaian, seperti yang dinyatakan oleh Noviyanti (2017).
f. Pengawasan terhadap keseluruhan pasar

Memeriksa pasar, memeriksa timbangan dan neraca, dan memastikan praktik yang adil
adalah bagian dari tanggung jawab muhtasib. Mereka juga mengawasi produksi, pembelian, dan
penjualan barang, memastikan timbangannya akurat dan berfungsi dengan baik. Selain itu,
mereka juga memiliki wewenang untuk melarang barang-barang yang memabukkan dan
barang-barang yang dapat merusak atau memanipulasi mata uang. Menurut sebuah studi yang
dilakukan oleh (Noviyanti 2017). terdapat peraturan yang membatasi pembelian dan penjualan
mata uang dan aktivitas serupa. Agar persaingan di pasar dapat berjalan secara sehat dan Islami,
penting bagi Muhtasib untuk memastikan terpenuhinya semua kebutuhan. Sebagai contoh,
memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku pasar, menghilangkan hambatan untuk
masuk dan keluar dari pasar, dan membongkar praktek-praktek penimbunan (Anto 2003).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditentukan bahwa dalam ekonomi mikro Islam,
distribusi melibatkan alokasi barang dan jasa kepada konsumen berdasarkan permintaan pasar
tertentu. Dalam ranah ekonomi Islam, distribusi barang atau jasa yang dilarang dilarang keras.
Hal ini termasuk kegiatan seperti membebankan bunga atas modal atau pinjaman, yang
dianggap sebagai riba, serta terlibat dalam pencurian atau mempromosikan konsumsi alkohol.
Penting untuk memastikan bahwa barang didistribusikan hanya kepada mereka yang berhak
menerimanya, karena jika tidak, orang-orang yang tidak berhak mungkin akan menikmatinya.
Proses distribusi dalam ekonomi Islam harus dilaksanakan secara akurat dan sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam. Dalam hal pendistribusian produk, sangat penting untuk memastikan
pemerataan distribusi sehingga setiap konsumen dapat memiliki akses terhadap produk
tersebut. Selain itu, praktik distribusi harus tetap adil dan merata bagi semua pesaing. Rasulullah
menganjurkan agar umat Islam membagikan sebagian dari aset dan pendapatan mereka kepada
mereka yang membutuhkan. Pembagian ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk
distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen, serta memberikan bantuan kepada
individu yang membutuhkan. Ini adalah cara untuk mengelola produk secara efisien sehingga
dapat digunakan oleh masyarakat luas dan distributor dapat memperoleh keuntungan dari
penjualan.
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